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5. Mewajibkan kepada pengusaha untuk membuat Peraturan
Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama. Karena dengan rancangan
PP atau PKB tersebut pekerja/buruh merasa terpacu untuk
membentuk dan atau memberdayakan SP/SB.

6. Mewajibkan kepada pengusaha yang telah mempekerjakan 50 (lima
puluh) orang pekerja/buruh untuk membentuk Lembaga kerja sama
bipartit.

7. Mengikutsertakan pengurus SP/SB dalam setiap pengambilan
keputusan terkait dengan penyelesaian Perselisihan hubungan
industrial.

8. Mengikutsertakan pengurus SP/SB dalam setiap kegiatan lokakarya,
seminar dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan
peningkatan kompetensi hukum ketenagakerjaan agar mereka
mampu mengindentifikasi dan mengartikulasikan kepentingan-
kepentingan  bersama  sebagai  dasar  legitimasi  untuk
memperjuangkan  hak-hak pekerja/buruh, menciptakan dan
memelihara solidaritas di antara sesama pekerja/buruh maupun
sesama pengurus SP/SB, serta kemampuan untuk memilih dan
menggunakan jalur-jalur hukum dalam menyelesaikan perselisihan

hubungan industrial.

BAB YV

PENUTUP
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A. Kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a) Praktik outsourcing dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan di Kota
Yogyakarta secara umum tidak mengimplementasikan ketentuan dan
syarat-syarat outsourcing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena:

1. Pekerjaan yang diserahkan oleh perusahaan (principal) kepada
perusahaan lain(vendor) merupakan bentuk-bentuk pekerjaan pokok
(core business) bukan pekerjaan penunjang perusahaan secara
keseluruh. Praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2).

2. Perusahaan (principal) telah menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan kepada
perusahaan lain (vendor) yang tidak berbadan hukum seperti CV, yang
secara yuridis tidak memiliki kecakapan bertindak sebagai subyek
hukum  dalam  praktik  outsourcing.  Praktik  seperti ini
bertentangandengan Pasal 65 ayat (3).

b) Bahwa pelaksanaan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja seperti
persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan waktu
kerja waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan jamsostek,
kompensasi kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan

bagi pekerja /buruh outsourcing di Kota Yogyakarta diberikan tetapi tidak



201

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
pekerja/buruh merasa dirugikan secara ekonomi dan sosial, merasa
diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi sebelum, selama dan setelah
mereka bekerja.

c) Eskalasi tuntutan pekerja/buruh outsourcing yang merasa tereksploitasi
serta tingkat kesejahteraan mereka yang rendah menandakan bahwa Peran
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum
bagi pekerja/buruh outsourcing kurang maksimal. Hal ini disebabkan
karena ada kepincangan dalam komponen substansi, struktur dan kultural

hukum ketenagakerjaan sebagai satu kesatuan sistem hukum.

B. Saran-Saran.
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat 5 (lima) saran yang akan
disampaikan dalam tesis ini, yaitu:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui wunit kerja terkait perlu
menginventarisir sifat dan jenis kegiatan pokok setiap perusahaan, dan
memerintahkan pengusaha untuk mencantumkan alur kegiatan produksi
perusahaannya dalam Peraturan Perusahaan atau Peraturan Kerja Bersama
kemudian melaporkannya pada unit kerja terkait, agar ada kepastian hukum
dan klasifikasi mengenai sifat dan jenis kegiatan pokok (core bussiness) dan
kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.

2. Agar Pemerintah Kota Yogyakarta melalui unit kerja terkait melakukan

upaya hukum guna menertibkan praktik outsourcing yang bertentangan
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dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik dengan
Tindakan Refresif Non-yustisial maupun dengan tindakan Refresif Yustisial.

. Melihat banyaknya celah-celah yang merupakan ketimpangan dalam sistem
hukum ketenagakerjaan, disarankan agar pemerintah segera mengadakan
pembaruan hukum ketenagakerjaan dengan merevisi berbagai peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan yang inkonsistensi dan kontradiksi
serta yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman.

. Sistem Outsourcing, yang dilegalisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak perlu dihapuskan, karena
secara ekonomi, politik dan sosiologis kehadiran sistem outsourcing justru
membuka bentuk-bentuk lapangan usaha baru bagi pengusaha-pengusaha
nasional ditengah persaingan ekonomi global. Sistem outsourcing juga telah
menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pencari kerja, mengurangi
jumlah pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.Hanya saja
diperlukan regulasi outsourcing baru yang dapat melindungi dan berpihak
kepada pekerja/buruh, sehingga tingkat kesejahteraan mereka terjamin dan
terlindungi sesuai dengan tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

. Guna meminimalisir perselisihan hubungan industrial dan melindungi
pekerja/buruh maka hukum ketenegakerjaan harus ditegakkan, oleh kerena
itu perlu ada usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai pengawas
ketenagakerjaan sebagai penegak hukum ketenagakerjaan, dengan cara
menambah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan, memberikan sarana

maupun fasilitas serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan
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fungsi pengawasan, serta peningkatan kompetensi pegawai pengawas
ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan.

. Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh harus
berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh termasuk hak-
hak pekerja/buruh outsourcing. SP/SB harus merubah paradigma lama yang
terpecah belah, berbau politis dan mementingkan diri sendiri dan golongan-
golongan tertentu.Solidaritas dan perjuangan SP/SB harus mencerminkan
kepentingan bersama dalam rangka melindungi pekerja/buruh dari
kesewenangan pengusaha.Perjuangan mana pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan tingkat kesejahteraan dan memberikan rasa aman dalam
bekerja. Pengurus SP/SB harus memiliki kompetensi mengenai hukum
ketenagakerjaan, baik yang menyangkut norma kerja maupun norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dengan demikian sebagai wakil
pekerja/buruh pengurus SP/SB mampu bernegosiasi dan mempertahankan
argumennya dalam mengevaluasi kebijakan-kebijakan  perusahaan

menyangkut kepentingan pekerja/buruh.
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